
SALIN AN 

BUPATI TOBA SAMOSIR 
PROVINS[ SUMATERA UTARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR 
NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

TUNTUTAN GANT! KERUGIAN DAERAH TERHADAP 
PEGAWAI NEGERI S[PJL BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATfTOBA SAMOSIR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian daerah 
akibat penyalahgunaan/tindakan pelanggaran hukum 
atau kelalaian seseorang atas keuangan/barang daerah, 
perlu diatur tata cara penyelesaian kerugian tersebut; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu 
diatur dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian 
Daerah Terhadap Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Ta.hun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Toba Samosir 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal 
(Lembaran Negara Tahun 1998, Nomor 188, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3794); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Ncga .. a o,.. .... ublik Indonesia Nomor 3gc:: 1}· .1.,'-"' u..L .1.'-'""'�� LJ....Or,.. .&..Li V.t. A. J..,\JJ,..J. V V J 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 4150j; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 









30. Perhitungan ex-officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang 
dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex-officio apabila Bendahara yang 
bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada 
di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan 
tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan 
langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang 
bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan 
pertanggungjawabannya. 

31. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang ditimbulkan 
oleh tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena 
yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau 
tidak diketahui alamatnya. 

32. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak 
untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah. 

33. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang 
untuk rnembayar hutang kepada daerah yang menurut hukurn menjadi 
tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan 
penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak 
bersalah. 

34. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi 
pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya 
atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, 
kewajiban dimaksud akan ditagih kembali. 

35. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang 
melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

36. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat 
dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik 
dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah. 

37. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus 
kembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan 
kerugian daerah. 

38. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat 
SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban bukan bendahara 
atau pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan 
bahwa kerugian negara/ daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia 
mengganti kerugian negara/daerah dimaksud, disertai jaminan minimal 
sama dengan nilai kerugian daerah, dilengkapi dengan Berita Acara 
Pemeriksaan dan surat kuasa menjual. 

39. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang 
dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas 
kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sitajaminan. 

40. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat 
SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Sadan Pemeriksa 
Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk 
mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian 
kerugian daerah. 

41. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang 
selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh 
Bupati/Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. 

42. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya 
disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan Bupati yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian 
Kerugian Daerah terhadap Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 

43. Keberatan adalah cara yang ditempuh jika merasa tidak/kurang puas atas 
ketetapan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian. 

44. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, 
sekuritas kredit atau setiap derivatnya atau kepentingan lain atau suatu 





g. Pejabat lain yang menimbulkan kerugian daerah. 
(3) Objek Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 3 huruf a, meliputi 
a. Uang; 
b. barang milik daerah; dan 
c. surat berharga. 

(4) Selain objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku pula terhadap 
uang dan/ atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

BAB III 
PELAKSANA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
PPKD 

Pasal 5 

( 1). Penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan oleh PPKD. 
(2). PPKD dalam menyelesaikan Kerugian Daerah memben tuk TPKD. 
(3). PPKD membentuk Majelis untuk memeriksa dan memberikan 

pertimbangan atas penyelesaian Kerugian Daerah. 

Bagian Kedua 
TPKD 

Pasal 6 

(1) Kewenangan PPKD dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan 
dibantu oleh TPKD. 

(2) Kewenangan PPKD dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
d.ilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah 
selaku Bendahara Umum Daerah. 

(3) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat TPKD. 

Pasal 7 

(1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(2) Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), secara ex­ 
officio terdiri dari : 
a. Sekretaris Daerah selaku Ketua; 
b. Inspektur selaku Wakil Ketua I; 
c. Asisten yang membidangi Keuangan, Barang dan Kepegawain, selaku 

W akil Ketua II; 
d. Kepala SK.PD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah, 

selaku Sekretaris; 
e. Kepala SK.PD yang membidangi urusan kepegawaian Daerah, selaku 

Anggota; 
f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, selaku Anggota; dan 
g. Unsur Anggota lainnya yang berasal dari unsur pengawasan, 

pendapatan, keuangan, dan pengelolaan aset Daerah. 

Pasal 8 

( 1) Dalam melaksanakan tugasnya TPKD atau Majelis di ban tu oleh 



Sekretariat. 
(2) Susunan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat diatur dalam Peraturan 

Bupati. 

Pasal 9 

Keanggotaan Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), 
terdiri dari : 
a. Sekretaris SKPKD selaku Ketua; 
b. Unsur dari Sekretariat SKPKD selaku Sekretaris; 
c. Unsur dari Bidang yang menangani Perbendaharaan SKPKD selaku 

Anggota; 
d. Unsur dari Bidang yang menangani Aset SKPKD selaku Anggota. 

Pasal l O 

(1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas dan 
berwenang: 
a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah; 
b. menginventarisasi kerugian daerah yang diterima; 
c. pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa 

bukan bendahara atau pejabat lainnya telah melakukan perbuatan 
melawan hukum baik disengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan 
terjadinya kerugian daerah; 

d.melakukan pemeriksaan dan meminta tanggapan atau klarifikasi melalui 
wawancara kepada setiap orang yang terlibat atau diduga terlibat atau 
mengetahui terjadinya kerugian daerah; 

e. menghitung jumlah kerugian daerah; 
f. menginventarisasi harta kekayaan milik bukan bendahara dan Pejabat 

Lainnya, yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian 
daerah; 

g. memproses kerugian daerah melalui SKT JM; 
h. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah 

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan 
Pembebanan Sementara; 

i. melakuk-an penatausahaan penyelesaian kerugian daerah; 
J. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah 

kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK); dan 

k. menyiapkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah setiap 
semester dan tahunan kepada BPK, Gubemur, Menteri Dalam Negeri 
melalui Direktur J enderal Keuangan Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), melakukan sidang yang secara teknis akan di atur lebih lanjut dalam 
Peraturan Bupati. 

Pasal 11 

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, diperoleh 
melalui: 
a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau 
b. permintaan keterangan / tanggapan / klarifikasi melalui wawancara kepada 

setiap orang yang terlibat/ diduga terlibat/ mengetahui terjadinya 
Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan. 





BAB V 
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Paragraf 1 
Um um 

Pasal 17 

Pengenaan ganti kerugian Daerah ditetapkan oleh PPKD. 

Pasal 18 

(1) Atasan langsung wajib melakukan verifikasi terhadap informasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 

(2) Atasan langsung dapat menunjuk Pegawai Negeri untuk melakukan tugas 
verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), terdapat in.dikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Untuk in.dikasi kerugian daerah yang terjacli di lingkungan SKPKD, 

maka Kepala SKPKD selaku BUD : 
1. melaporkan kepada Bupati; dan 
2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

b. untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh kepala Satuan 
Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Bupati memberitahukan. kepada BPK. 

Pasal 19 

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (3), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan 
Tuntutan Gan.ti Kerugian 

Pasal 20 

( 1) Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 clisampaikan kepada orang yang 
diduga menyebabkan kerugian daerah untuk dirnintakan tanggapan. 

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil 
pemeriksaan diterima yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan. 

(4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), 
TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalarn hasil 
pemeriksaan. 

(5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan dari yang bersangkutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas 
basil pemeriksaan. 

(6) TPKD menyampaikan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4), kepada PPKD. 

Pasal 21 

(1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 







Pasal 28 

( 1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. 
(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 

oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 29 

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
dapat menerima atau mengajukan keberatan SI(P2KS paling lambat 14 
(empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS. 

(2) Keberatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disampaikan secara 
tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti. 

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda 
kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli 
Waris untuk mengganti Kerugian Daerah. 

Paragraf 4 
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis 

Pasal 30 

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis mengenai: 
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan 

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(1) hurufb; 

b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau 

c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana 
dimaksud Pasal 29 ayat (1). 

Pasal 31 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 30, 
Majelis melakukan sidang. 

Pasal 32 

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, 
dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai 
oleh Pegawai Bukan Bendabara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut: 
a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 

Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya 
Kerugian Daerah; 

b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian 
tertentu; 

c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau 
d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah. 




















